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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 115/PMK.03/2021 

TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA 

PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS, TATA CARA PEMBAYARAN 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG 

BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI YANG DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN 

SEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN, DAN PENGENAAN SANKSI ATAS 

KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk meningkatkan kepastian hukum dan 

kemudahan dalam berusaha (ease of doing business), 

perlu dilakukan integrasi prosedur untuk meningkatkan 

pelayanan dalam pemberian fasilitas dibebaskan dari 

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan/atau 

penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat 

strategis; 

b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

268/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas 

Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 

atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak 

Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara 
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Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak 

Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan 

serta Pengenaan Sanksi, belum dapat menampung 

perkembangan kebutuhan integrasi prosedur pemberian 

fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan 

Nilai sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah 

Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau 

Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat 

Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 

2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena 

Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan 

dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata 

Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan 

Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau 

Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat 

Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan 

Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis 

yang Telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan 

Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan 

Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak 

Pertambahan Nilai; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) 
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5069); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang 

Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu 

yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan 

Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 247, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5750) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor 

dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang 

Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6549); 

6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
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terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU 

PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG 

BERSIFAT STRATEGIS, TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU 

YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBASKAN 

DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG 

DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA 

ATAU DIPINDAHTANGANKAN, DAN PENGENAAN SANKSI 

ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI.  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN 

adalah pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah beserta perubahannya.  

2. Barang Kena Pajak yang selanjutnya disingkat BKP 

adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah beserta perubahannya. 
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3. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

4. Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat PKP 

adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang 

Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang 

dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 

Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta 

perubahannya. 

5. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan 

kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal 

diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak 

dan kewajiban perpajakannya. 

6. Mesin adalah perkakas untuk menggerakkan atau 

membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda dan 

digerakkan oleh motor penggerak, baik mekanik maupun 

menggunakan bahan bakar minyak atau non minyak, 

tenaga listrik, atau tenaga alam. 

7. Peralatan adalah aktiva yang memiliki masa manfaat 

lebih dari satu tahun dan dipergunakan untuk produksi 

barang yang digerakkan dengan mekanik atau 

menggunakan bahan bakar minyak atau non minyak, 

tenaga listrik, atau tenaga alam. 

8. Masterlist adalah Keputusan Menteri Keuangan mengenai 

Pembebasan Bea Masuk yang diterbitkan oleh 

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman 

Modal yang berisi daftar Mesin dan Peralatan yang 

mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk. 

9. Peraturan Pemerintah tentang Impor dan/atau 

Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat 

Strategis yang selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah 

BKP Tertentu yang Bersifat Strategis adalah Peraturan 

Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor 


